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BUPATI LAMPUNG TENGAH 

PROVINSI LAMPUNG   
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH 

             NOMOR  47 TAHUN 20222 

020017 
TENTANG 

 

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN 
FUNGSIONAL INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah  

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati 
Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan  Organisasi, Tugas Pokok 

Fungsi dan Tata Kerja  Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu 

menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan 

Struktural dan Jabatan Fungsional Inspektorat 
Kabupaten Lampung Tengah; 

  b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud 

huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

   

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang  Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6477); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 

2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 

2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 

tentang Jabatan Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah  Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021, 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah  

Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN 

FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN 
FUNGSIONAL INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG 

TENGAH 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah  Kabupaten Lampung Tengah 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom. 

3.   Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  
6. Urusan Pemerintahan Daerah untuk melindungi dan 

melayani Pemerintahan adalah kekuasaan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 

dan penyelenggara memberdayakan, dan 

mensejahterakan masyarakat.  
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua 

Daerah.  

8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah. 

10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung 

Tengah. 
11. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten 

Lampung Tengah. 

12. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada 
Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. 

13. Inspektur Pembantu Khusus adalah Inspektur 

Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten 

Lampung Tengah  
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat 

Kabupaten Lampung Tengah. 

15. Kelompok Jabatan Struktural adalah Kelompok 
Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten 

Lampung Tengah. 

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok 
Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten 

Lampung Tengah; 
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17. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disingkat 
P2UPD adalah Jabatan Fungsional pengawasan atas 

penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di 

Daerah, sesuai dengan peraturan   Perundang-

undangan dan diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.  
18. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat 

JFA adalah Jabatan Fungsional Pengawasan di bidang 

keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

19. Program Kerja adalah program kerja pengawasan 

tahunan pengawasan atas penyelengaraan pemerintah 
daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 

menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara 

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

20. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi 

keadaan dan pelaksanaan ditingkat lapangan yang 

secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan 
atas program sesuai rencana. 

21. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian 

kebijaksanaan daerah, akuntabilitas kinerja daerah 
atau program dan kegiatan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah. 

 
BAB II 

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Inspektur 

 

Pasal 2 

(1) Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan 

dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah 
di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Inspektur mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Bupati; 
d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; 

e. pelaksanaan Administrasi Inspektorat;  

f. pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi; 

g. pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi; 

h. pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan 
memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara 

lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang 
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masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja; 

i. pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan  

ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga 
tercapai efektifitas pelaksanaan kerja; 

j. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di 

lingkungan Inspektorat; 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
(3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang 

dan/atau kerugian Negara/Daerah, Inspektorat 

melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.  

 

(4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi 
penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan 

Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Bupati. 

 
(5) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi 

pengawasan intern Pemerintah. 
 

Bagian Kedua 

Sekretariat 
 

Pasal 3 

 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam hal 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Inspektur. 

(2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 
teknis dan administratif ke dalam semua unsur di 

lingkungan Inspektorat. 

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi; 

a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja 

dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan 
rancangan peraturan perundang-undangan dan 

pengadministrasian kerja sama; 

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, 
pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil 

pengawasan serta monitoring dan evaluasi 

pencapaian kinerja; 

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; 
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan 

dan rumah tangga;  

e. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di 
lingkungan Sekretariat; 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud   pada ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh: 
a. subbag perencanaan; 

b. subbag analisis dan evaluasi; dan 

c. subbag administrasi umum. 

 

Paragraf 1 

Subbagian Perencanaan 

Pasal 4 

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian 

rencana/program kerja pengawasan, menghimpun 
dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-

undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi. 

 
(2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan 

anggaran Inspektorat Daerah; 
b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja 

pengawasan; 

c. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan 
perundang-undangan serta pengelolaan 

dokumentasi hukum;  

d. pengkoordinasian dan kerja sama pengawasan 
dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;  

e. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di 

lingkungan di lingkungan Subbagian Perencanaan; 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Paragraf 2 

Subbagian Analisis dan Evaluasi 

Pasal 5 

(1) Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas 
melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, 

evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil 

pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran 
tindak lanjut hasil pengawasan. 

 

(2) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. penginventarisasian hasil pengawasan; 

b. pengkoordinasian evaluasi laporan hasil 

pengawasan; 
c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil 

analisis dan evaluasi pengawasan; 

d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak 
lanjut hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan 

laporan kinerja inspektorat daerah; 
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f. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di 

lingkungan subbagian analisIS dan evaluasi; 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Paragraf 3 

Subbagian Administrasi Umum  

Pasal 6 

(1) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas 
melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, 

perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan 

keuangan,  penatausahaan,  akuntansi, verifikasi, 

pembukuan dan pelaporan keuangan. 

(2) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: 
a.  pelaksanaan administrasi kepegawaian; 

b.  pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata 

usaha   Inspektorat; 

c.  pelaksanaan urusan perlengkapan; 
d.  pelaksanaan urusan rumah tangga. 

e.  pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan 

tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan. 
f.  pelaksanaan perbendaharaan; 

g.  pelaksanaan verifikasi, akuntasi dan pelaporan 

keuangan; 
h.  pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di 

lingkungan Subbagian Administrasi Umum; 

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Ketiga 

Inspektur Pembantu 

Pasal 7 

(1) Inspektur Pembantu melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, 
kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat 

daerah. 

(2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 

a. Inspektur Pembantu I; 

b. Inspektur Pembantu II; 
c. Inspektur Pembantu III;  

d. Inspektur Pembantu IV; 

e. Inspektur Pembantu Khusus. 

(3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat    
(2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan 
urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah, 

sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan 

(PKPT) yang telah ditetapkan. 
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(4) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf e mempunyai tugas menegakkan integritas, 

melaksanakan pengawasan tujuan tertentu, melaksanakan 

pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka pembuktian 

kebenaran pengaduan masyarakat (dumas) dan audit 
investigative terkait adanya indikasi terjadinya 

penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian 

Negara/Daerah oleh penyelenggara Pemerintah Daerah. 
 

(5) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada  ayat (3), mempunyai 
fungsi: 

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait  

pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat 
daerah; 

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat 

daerah; 
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan 

fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah; 
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat 

daerah; 

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas 

perangkat daerah; 

f.  penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah; 

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat 

pengawas internal pemerintah lainnya; 
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan;  

i.  penyusunan laporan hasil pengawasan;  
j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi: 

a.  perencanaan Program Penanganan kasus dan 
pengaduan. 

b.  pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penanganan kasus 

dan pengaduan masyarakat. 
c.  penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

penanganan kasus dan kasus pengaduan. 

d.  pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 

penilaian kebenaran laporan pengaduan. 
e.  pelaksanaan Penegakan Integritas. 

f.  pelaksanaan pembinaan dan penegakan integritas 

Perangkat Daerah pada pemerintah daerah. 
g.  pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran 

tindaklanjut hasil pengawasan. 

h.  penyusun laporan hasil pengawasan. 
i.  pelaksanaan audit investigasi 
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j.  pelaksanaan perhitungan kerugian Negara 

k.  pelaksanaan penanganan kasus pelimpahan dari APH; 
l.  pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana 

korupsi; 

m.  pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

dan 
n.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya.   

(5) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing 
unit kerja Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun 

urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan. 
 

Bagian Keempat 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional 

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 

(P2UPD), Auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi 
dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

(2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan 
beban kerja. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan bidang tenaga fungsional masing- masing sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi: 
a. pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, 

Kelurahan dan Kampung; 

b. penyusunan reviu, rencana kerja, anggaran dan 

laporan keuangan; 
c. penyusunan reviu laporan kinerja instansi pemerintah; 

d. penyiapan bahan pelaporan evaluasi sistem 

pengendalian internal; 
e. pemeriksaan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 

f. pemeriksaan terpadu dan berkala termasuk 
pemeriksaan hibah dan bantuan sosial; 

g. penyusunan bahan penilaian dan pelaksanaan dan 

reformasi Birokrasi; 

h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good 
governance, clean government dan pelayan publik; 

i. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan di 

bidang pengawasan; 
j. penyiapan bahan koordinasi, pendampingan, 

konsistensi dan fasilitasi program pengawasan;  

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi 

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan 
tidak  berlaku. 

 

Pasal 10 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 

2022. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

 

        Ditetapkan di Gunung Sugih 

         pada tanggal  11 juli 20221 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

 

Ttd 
 

MUSA AHMAD 

 
 

Diundangkan di Gunung Sugih 

pada tanggal    11 juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

Ttd 

NIRLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR  
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

Setdakab. Lampung Tengah 

 
 

ttd 

 

           YASIR ASROMI 


	MEMUTUSKAN :

